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TENTANC 

TATA CARA PEMUNGUTAN PA.JAK HIBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENOAH 

a. hahwa untuk melaksanakan ketentaan Pasal 9 ayat (7), 

pasal 11,  Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 19, Pasal 24 ayat 
(3), Pasal 25 ayat(7) Pas 27 ayat () pasal 28 ayat [2), 

Pasal 29 ayat (), Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Pajak Hburn, peru ditetapkan dengan Peraturan Bupat. 

b. batwa berdasarkan perumbangan sebagaimana iaksud 
dala.rn huruaf a, peru menetapkan Keputu@an Dupati Mall 

Tengah tentang tentang Tata Cara Permangutnn Pajak 
Hiburan 

I. Undang-Undang Nomor 60 TAhun 1958 tentang Penetapan 
Undang- Undang Darurat NO 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan DacrahDacrah Swatantra Tingkat I dalam 

Wiayah Daerah Swatantra Ting}at I Malak (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Noor 16451; 

2. Undang-Ur.dang Nomor 1 anun 2003 entang Kcuangan 
Negara (Lcmbaran Ncgars Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia 
Nomor 4286), 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah fLcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tarbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noror 5049% 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 uentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nmor 126. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 125] 

Undang-Urdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 No@or 130, Tambahon Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peratran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia ThuIn 20'1  Nomor 82, Tambaban Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nmor 5234) 

8. Undang-Undang Nomor 23 Taun 2014 tentang Pemerintaban 
Daerah Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, 'Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 
Nomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Noror 58, Tambahan 
Leraberan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1979 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3137 

10 Pereturan Pererintsh Norr S8 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara RRepublik Indonesia Nomor 578] 

1. Peraturan emerintah Nomor 55 uahum 2016 tentang 
ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tabun 2016 Nornor 
244), 

12. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentkan Produk Hukum Dacrah [Derita Ncgera 
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomr 2036) 

13.  Perarran Daerah Kabupaten Maluku Tcogah Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (ernbaran Dacrah 
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 122) 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAN TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN 

• 

BAB L 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 

Kabupaten adalah Kabupater. Matuka Tengah 

2. Pemerintah adalah Pemcrintah Kabupaten Malulu Tengah 

3. Kepala Dacrah adalah Bupat Matuku Tengab 

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Maukeu Tengah 

• Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Darrah Kabupaten 
Maukeu Tengah 

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi rugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 

7, Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerinuah Kabupaten Maluku Tengah. 
8. Badan adalah sckumpulan orang dan'atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha mapun yang tidak melakukan 
usaha yang mehiputi perseroan terbatas, perseroan omanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milk Negara atau Daerah dengan namna 
atau dalara bentuk apapun, firma, kongsi, operasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi mas, organisasi aosial 
politik atau organisasi lainnys, embaga dan bentuk bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolekuif dan bentuk usaha tetap. 

9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertuanjukan, permainan, 
dan/tau keramaian yang dinikmati dcngan dipungut biaya. 

IO. Pajak Hiburan yang sclanjutnya discbut pajak adalah pungutan dacrah 
atas penyclcnggaraan hiburan 

t Tada mnasuk adalah suatu tanda atau alat yang sah den gan nama dan 

dalam bentuk apapun yang digunakan untuk mnenonton, menggunakan 
etau menikmati hiburan, berupa kasrcis atau pas masuk yang dipungut 
bayaran atau tidal dipungut bayaran 

12. Harga Tanda Masuk yang selanjutya disigkat HTM adadah ilai uang 
yang tercantum pada tanda masuk yang harts dihaynr oleh penonton 
atau pengunsung 

13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh 
perilik hiburan atas imbalan atas jasa yang disediakannya. Pembayaran 
bisa berupa tunai, cek kartu kredit 

I4., Penyclcnggara hiburan adalah orang atau badan yang menyeleggarakan 
hiburan baik untuk dan atas narnaya sendiri atau untuk dan atas 
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya 
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15.penonton atau pengunjung adalah setap orang yang meoghadiri suatu 
hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan 
ecuahi penvelenggara, karyawan artis an petagas yang menghadir 
ntuk melakukan tugas pengawasan 

16. Sistem Perungutan Pajak Dacrah adalah sistem yang akan dikcnakan 
kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan 
mclaporkan serta menyctorkan pajak terutang 

7 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau datam 
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan pcrpajakan decrah. 

18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak daerah 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, mcliputi pcmbayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungut pajak. yang mempunyai hak dan 
ewaban pcrpajakan sesuai dengan ketontuao peraturan perundang­ 
andangan perpajakan daerah, 

20. Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan 
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang; 

21 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, 
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kaender; 

22. Pemungtan adalah suatu rangaian kcgiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai rgiatan penagihan pajah kcpada wajib pajak serta pcngawasan 
penyetorannya 

23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya dsebut NPWPD 
adalah nomor yang drberikan kepada Wapib Pajak Dacrah yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 
Daera'h dalam, melaksanakan hak dan ewajiban perpajakanya 

224 Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbtkan oleh epala adan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Malaku Tengah sebagai dasar untuk 
melakukan perungutan pajak 

25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mclaporkan 
data Subjck dan Objck Pajak Hiburan sesuai dengan ketentuan 
peraturan peruncang-undangan 

26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objck pajak dan/atau bukan hart dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-unangan perpajakan daerah, 

27 Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat sSPD, adalah 
bukt pembayaran atau penyetoran pajek yang telah diakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cars lain ke kas 
daeran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olch Kepaia Daerah. 

• 



• 

• 

• 

s 

28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutya disingkat STpp adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayer, yang sclanuatnya disingkat 
SKPDKB, alalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kckurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif can jumlah 
pajak yang masih harus dibayar 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tanb ahan, yang 
selanjutnya disingkot SKPDKT, adalah surat ketctapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumla n pajak yang telah ditetapkan 

31 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 
adalah surat ketetapan pajak yang mnencntukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak 

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang slanjutnya disingkat 
$KPDLB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajal yang terutang atau scharusnya tidak terutang 

33. Surat Taghan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasj 
berupa bunga dan/atau denda, 

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tu'is, kcsalahan hitang, dan/atau kckeliruan 
dalam penerapan ketontuan tertentu dalam peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daera?n yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Paja Daerah, Surat Kettapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Dacrah Lebih Bayas, Surat Tagihan Pajak Dacrah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Kcpuusan Keberatan 

35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Teruang, Surat Ketetapan Pu ju 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh piha.k ketiga yang diajukan olch 
Wajib Pajak 

36. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Kcputusan Keberatan yang dajukan oleh wajib pajak 

37.Pembuuan adalah suatu proses penctatan yang dilaukan secara 
teratur untuk mengampulkan data dan informasi euangan Yii 

melipati harta, kewajban, modal, penghasi.an dan bayar serta jumlah 
harga perotehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dcngan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rg 
untu periode tahn pajak terse but 

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mcnghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengu 
kepatuhan pemenuhan kewajban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturn 
perundang-undangan perpajakan daerah 
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39, Penyidikan tindak pidana di bidanp perajakan daerah adalah 
serangkaion tindakan yang dilakukan oleh pct.yidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti it membuat terang tindak 
pidana di bidang pcrpajakan dacrah yang terjadi serta maencmukan 
tersangkanya 

BAB II 

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK 

Bagian Kesatu 

Pendataan 

Pasal 2 

() Peodataan objck pajak hiburan dilakukan dcngan memberikan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (3PTPp) ktpada Wajib Pajak atau diambil 
sendiri oteh Wajib Pajak ke Kepala Daerah atau pejobat yang ditunjuk 

f2) Surat Pemberitahuan Pajak Daera 1SPTPD) «ebagaimana umaksud pada 
ayat (l) wajib diterima oleh Wajib Pajals dan sclanjutnya disi dergan jelas, 
bcnar dan lengkap serta ditandatangani olch Wajib ajak atau uasanya 

Bagian Kedua 

Pasal 3 

(I) Setap Wajib Pajak wajib mcndaftarkan usaha atau objck pajak dengan 
mengguanakan SPOPD Pemerintah Daerah 

(21 Pendaftaran Objek Pajak sebagamana dimaksud pada ayat (1) berupa 
per.daftaran atas penyclenggaraan iburar 

(3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat () diambil sendiri dani Wajib 
ajak dan wajib disi dengan benar, jelas dan lengkap scrta ditandatangani 
dergan melampirkan 
a. Fotocopy identitas diri 1KT, 9IM atau paspor), 
b Fotocopy akte pendirian badan usaha, 
c. Fotocopy surat keterangan domisili usaha, 
d Surat lzin Usaha atau Sura: fin Peryelenggaraan Hiburan dari instansi 

yang berwenang, 
e. Surat kuasa apabila pemilik/pengelolo usaha/ penanggung jawab 

berhalangan dengan discrtai fotocopy identitas iri (KT, SIM paspor) 
dari pemberi kuasa, 

f. Setiap fotocopy yang merupakan persyaratan pendaftaran saha atau 
objek pajak hiburan harts dileglisir oleh pejabat yang berwenang atau 
menunjukan aslinya epada pct1gas 

(4) $Po?D scbagaimana dimaksud pada ayat [3) harus disampakan kepada 
Kepala Daerah melalui Kepala Badon Pendapatan Daerah paling lambat 7 

ttuuh) hani sebelum penye!enggaraan mibura 

/54 Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dinaksud 
pada ayat (lj, Kepala Daerah atau pcjabat yang duunjuk mcncrubkan. 
a. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut; 
b Kartu NPwPD, 
c. Pemberitahuan Pemungutan Pajak 
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(6] Untuk pemungutan pajak hiburan, Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk menetapkan pengusaha hiburan sebagai wajb pungut pajak 
disertai peneriban Np\pp. 

(7) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menertibkan Npwpp sccara 
jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mer yampaikan Sopp sebagaimana 
diraksud pada ayat (4 

(8 Peeberitahuan pcmungutan pajak sebagaimana dimasud pada yat (5) 
huru f c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah diihat, 

dibaca oteh penganjung/tamu atau di tempat pcmbayaran [kasir) 

(9 Pemberitahuan pemungutan pajak sebagaimans dimaksud pada ayat (8), 
dikecualikan dart penyclanggaraan hiburan insidentil 

(10) Penertiban NPWPD Accara jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (7) 
adala,h penertiban Npwpp yang dilakcukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat 
yang ditunjuk berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki 
Pemerintah Daerah yang bukan berdasarkan data dari wajib Pajak 

( I I )  Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah 
scbagaimana diraksud pada ayat (4), dikenakan sanksi scsuai dengan 
ketentuan peraturan perndang-undangan yang berlaku 

Bagian Keduo 

elaporan 

Pasal 4 

Ii SPTPp yang berisikan pelaporan atas omsct pcnerimaan bruto Wajib Pajak 
atas penyelengaraan hiburan disampaikan paling lama 15 (Lima belas hari) 
setelah berakhirnya Masa Pajak 

[2) Apabila batas wakt penyampaian SPTD bertepatan pada bani bur, make 
batas waktu penyampaian SsPTpp jatub pada satu hari kerja beriutya. 

(3) Kusus terhadap penyelenggara hiburan insidentit, penyampaian gPTPD 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaukan pada jangka wakru paling 
lama 3 {tiga] hari setelah hiburan insidentil selesai disclenggarakan. 

(1 Penyampsian $PTD sebagiamana dimaksad pada ayat (II ,  harus disertai 
dengan dokumen lain, berupa 
a. Rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; 

b. Realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyeleoggara hiburan yang 
menggunakan tanda masuk, 

c. Rekapitulasi bon penjualan atau struk cash register tbagi penyelenggara 
hiburan yang menggunakan bill atau strokc register). 

d. Tindasan bukti setoran pajak yang telah dilakukan 
[5) SFTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib 

Pajak atau kuasanya scbagairana dimaksud pada ayat (l] dan/atau tidak 
relampirkan keterangan atau dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat 
(4). 

[6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) barus disertai 
dengan dokumen lain, berupa 

a. Rekapitulasi pcncrimaan bruto atas pcnyelonggara hiburan insidentil 
yang bersangkutan, 
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b. Realisasi penggunaan tanda masuk, beriku porongan tanda masuk yang 
tcrjual dan uidak terjual 

c. Tanda terima {asli) tang jaminan per.bayaran pajak hiburan insidentil 
dari petugas Budan Pendapatar Daerah. 

7) Terhadap pcnyclcngaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD atau 
dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (), dilakukan dalam janga 
waktu paling lame 3 (tiga) hari sctclah hiburan insidentil diseienggarakan 

. ' 

Pasal 5 

() Atas permohanan Wajib Pajak, penyampaian 3Prpp dapat diberikan 
perpanjangan jangka waktu paling lama 7 (tjuh) hari kerja oleh Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunju k, kecuali untuk sprpp atas 
penyelenggar«an hiburan inside tit 

2) Permohonan per panjangan jangka wakt penyampaian SPTPD sebagaimana 
dim.aksud pada ayat (I) diajukan secara tertutis disertai alasan yang jelas 
scbelum berakhirnya batas waktu penyampaian gprpp scbagaimana 
disampaikan dalam Pasal 4 oyat fl] 

asal6 

( I )  wajib Pajak dengan kcr.auan sendiri daput membetutkan sTPD yang telah 
disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada 
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari sesudah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, sepanjang belum 
dilakukan tindakan masa pemeriksaan 

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan seniri STD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), yang mengakibatkan utar.g pajok menjadi lebih besar, maka 
dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Darrah yang berlaku atas 
jumlah pajak yang urang dibeyar dinitung scjah berskhirnya penyampaian 
SPTPD sampai dengan tanggal pembayarn akibat dari pembetuan SPTPD 

BAD II 

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK 

Bagian Kesatu 

Penetapan 

Pasal7 

(I} Pajak hiburan dipunguat dcngan sistem self assesment yang memberikan 
kepercayaan kcpada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
menetaplan dan mclaporkan sendiri pajak tcrutang Kcpala Daerah. 

(2] Wajib Pajak dalamn menghitung, memperhitungan, menetapkan, membayar 
dan melaporkan sendiri pajak yang tertang sebagaimnana imaksud pada 
ayat (I), mengunakan SPTPD 

Pasal 8 

(I} Dalam jangka wakru 5 (ma) tahun scsudah saat terutangnya pajak, Kepala 
Dacrah atau rjabat yang itunjuk capat menerubkan 

a SKPDKB alam hal 

) Apabila berdasarkan hasil pemeriksnan atau keterangan lain, pajak 
yang terutang tidak atau kurang ibayar, 

• 
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2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk cdalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak 
diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, 

3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang tentang 
dhitung secara jabatan 

b. SKPDKT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula 
belum terungap yang menyebabkan penambahon jumtah pajak yang 
erutang 

e. SKDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak ticak tcrutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang tcrutang dala $PDKB scbagaimana 
dimaksud pada ayat (l) huruf a angka l dan angka 2, dikenakean sankai 
administrasi, diitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka wakt paling lama 24 (dua puluh empat] bulan dihitung sejak saat 
erutang pajak sarpai dengan diterbitkannya SKPDKB. 

(3) Jumlah pajak yang terutang alam $SKPDK3 sebagaimana dimaksud pada 
ayat {l} huruf a angka 3, ditctapkan sccaro jabatan dengan dikenakan 
sanksi administrasi, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar 
ntk jangka wakt paling lama 24 (ua pulu empat) bulan dihitung 
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkanya SKDK 

(4) Jumlah kekurangan pajak yang erutang daam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf b, dikenakan sanksi administrasi dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut 

(5) Kenaikan scbagaimana dimaksud pada ayat (), tidak dikenakan apabila 
Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum 
dilakukan tindakan pemerksaan 

(6) SKPDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (] tidak dapat diterbitkan 
sebelum didahului dengan diterbitkan $PD sebagaimana diraksud 
pada ayat (3) 

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat [) dapat diterbitkan Iebih dar 
l fsatu) kali untuk Mesa Pajak atau Tahun Pajak yang sama sepanjang 
diemukan lag data yang belum terungkap yang menyebabkan perambahan 
jurlah pajak terutang. 

Pasal 9 

( l ]  Jumlah Pajak cihitung secara jabatan sebagairana dimaksud dalamn Pasad 8 
ayat (3) adalah pcnctapan besarnys pajak teratang dilakukan oleh Ke pala 
Daerah atau Pejabat yang tunjuk, berdasarkan data yang ada atau 
keterangan lain yang diiliki Pemcrintah Daerah Moluku Tengah 

(2] Penctapan pajak secara jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat 
dilakukan apabila ' 

a. Wajib Pajak tidak mcnyclcnggarakan purr.bukuan dan pencatatan omzet 
usahanya, 

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembuuan dan pencatatan tetapi tidak 
lergkap atau tidak benar 

• Wajib Pajak tidak mau menunjukan pembukuan atau menolak untuk 
diperiksa dan menolak memberikan ketcrangan pada saat dilakukan 
pemeriksaan, 



0 

d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan (bill yang berseri dan 
bernomor urut, 

e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill tidak 
melegalisasinya tan pa ado persetujuan Kepala Daerah, 

f. Wajib Pajak mclanggar ketentuan larangan scbagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

(3] Sebeluam dikenakan perhitngan pajak secara jabatan, Petugas Pemeriksa 
harus terlebih dahulu melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan 
pcraturan perundang-undangan yang berlku 

(4) Penetapan pajak sccara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang 
diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 [tiga) cara atau metode 
pemeriksaan dcngan taapan prioritas sebagai bcrkut 

a, Berdasarkan hasil opname kas, 

b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib 
Pajak; 

c, Berdasarkan hasil pembanding. 

(5) Pemeriksaan hasil opname kas sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf 
a, dilakukan sesuai prosedur yang lazimn dan dilaukan sekurang- urangnya 
scbanyak S (ima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda 

' (6) Hasil opname kas sebagaimana dimaksud pada ayat [5) akan dipaksi 
sebagai nilai omzet perhani yang merupakan nilsi rata-rata dari keseluruban 
penerimaan kas menurut hasil opname as terse but 

7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di tokasi tcmpat Wajib 
Pajak sebagaimnana dimaksud pada ayat () hurup b, dilakukan dengan 
tindakan penungguan {(penggcdokan) sckurang kurangnya scbanyak 10 
[sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun 
berselang 

(8) Berdasarkan basil pengamatan langsung scbagaimana dimaksud pada 
ayat [(7), ornaet atau peneriman ditaksir dan d.itung berdasarkan rat-rata 
juarlah pengunjung perhari dan rata-rata besarnya pembayaran dilakukan 
pcro'rang atau pengunjng dengan daftar menu yang nda pada Wajib Pajak. 

(9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (+) hurup c, dilakukan dengan cara membandingkan ondisi usaha 
Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari 
fasihitas, kapasitas, Klasifikas lokasi usaha dan lain lain sccara proposional 
atau kondisi saha antara tahun atau bulan yang scdang dipcriksa dengan 
tahuan atau bulan yang sebelumnya 

(I0) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat 0) dapat diperoleh 
bcrdasarkan data yang ada di Pemerintah Dacrah Maluku Tengah 

Eagtan Kcdta 

Pembavaran 

• Paragraf 

dangka Wakt Pembayaran 

• Pasal 10 

(I] Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas 
Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah ata 

tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (ima belas) hani setelah 
berakhirnya Masa Pajak dengan mcnggunakan SSPD, 

' 



• 

(2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pads hari ibur maka batas waktu 
jatuh pada satu hari kerja berikutnya 

(3) Apabila pembayaran Masa Pajak terutang dilakukan sctelah jatuh tempo 
pembayaran sebagairnana dima'sud pada ayat (l, dikenakan sanksi 
administrasi untuk jangka wakt pating lama 2 (dua puuh empat) bulan 
dan ditagih dengan $pp 

Pasal I l  

(i) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STD wajib diluanaskan dalan 
angka waktu paling lama 30 (tiga pufuh) hari sejak tanggai diterbitkan. 

(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak atau 
kurang hibayar sectelah jatuh tempo perrbayaran sbagsimana dimaksud 
pada ayat (I), dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan perundangan 
yang berlaku. 

Pasal 12 

Terhadap penyelenggara biburan yang dilakukan atss nama atau 
taggngan beberapa penyelenggara atau oteh sescorang atau beberapa 
badnn, maka masing-masiog anggota ponyelenggars atau pengurus badan 
dian ggap scbagei Wajib Pajak dan beragrg jaswab renteng atas 
kewajiban pembayaran pajak 

Pemilikx/ pengelola hotel atau restoran bertanggung jawab 
pembayaran pajak terutang atas penyclenggara hiburan di 
restoran, termasuk perilik ata pengelola tempat usaha 
menyelenggarakan hiburan, kecuahi ditentukan lain 

terhadap 
hotel atau 
lain yang 

(3) Apabila penyelenggaraan hiburan dilakukan di hotel atau restoran yanng 
bukan menyatu dcngan pengelolaan hotel atau restoran, dikenakan pajak 
hiburan yang dipungut kepada Wajib Pajak hotel dan/atau Wajib Pajak 
restoran, kecuahi ditentukan lain. 

• 

Pasa 13 

I) Perbayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bcntuk cck dam 
scjemisnya, suret perryatman utnng mis kompensasi dari kewajiban 
per pajakan daerah sebelumnnya 

() Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dipengaruhi 
oleh hubungan istimewa mska harga jual atau harga penggantian dihitung 
atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu. 

(3) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek 
Pajak atau pengunjung lainnya pada saat itu di tcmpat hiburan yang 
bersangkuran 

Huboungan istimewa dianggap ada, apabila 
• 

a. Orang pribadi atau badan pengusaha hiburan baik langsung atau tidal 
langsung berada di bawah pemihik aran penguasaan orang pribadi atau 
badan yang sama, 

b. Orang pribadi atau badan yang menyertaan modal scbcsar 25% (dua 
puluh lime persen) atau Icbih dari jumlah modal pengusaha yang 
bersangkutan 



• 

Paragraf 2 

Pembayaran Pajak Atas Penyetenggaraan 

Hiburan Insidentil 

Pasal 14 

(I] Setiap penyelenggara hiburan insidentil wajib menggunakan tanda masule 
dan membayvar uang jaminan pajak hiburan dcngan pembayaran di mka 
sebelum tanda masuk dilegalisasi Kepala Daerah. 

(2] Pembayaran uang jaminan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
dapat diterima oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

(3 Besarnya pembayaran uang jaminan pajak hiburan insidentil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} sekurang- rangnya 100% (seratus persen] dari 
jumlah tanda masuk yang akan dilegalisasi atau diporporasi dan dititipkan 
sementara di Bendahara Penerimaan Badan Dedapatan Dacrah. 

(4] Jangka waktu pemtipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
akan disesuaikan dengan waktu penyampaian Sppp sebagaimana 
dimakasud dalam Pasal ayat (3) 

(5] Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Petrugas yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah wajib 
mengeluarkkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran pajak 
iburan insidentil, 

(6) Tata cara penyerahan pembayaran pajuk hiburan insidentit ditentukan 
sebagai berikeut 

a.Petugas yang ditunjuk oleh Kepnla Daerah, wajib metaporkan hasil 
pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan insidenul selambat­ 
lambatnya 3 (tiga) hari setc lah hiburan insidentil selesai 
diseienggarakan; 

b. Berdasarkan Laporan Masit Pemerik saan, Petugas yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah dan Laporn gTPTD Sarni Wajib Pajak scbagaimane 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), meneliti dan mer ghitung besarnya 
pajak terutang; 

c. Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud 
pada hurufb, dituangkan datam $$PD untuk kemudian 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 

d. Berdasarkan SSD sebagaimana dimaksud pada hurup c, Petugas 
yang ditunjuk olch Kcpala Dacrah dalam waktu Ix24 (satu kahi dua 
puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui 
Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang dikeluarkan 
dari uang jarinan pembayaran pajak hiburan insidentil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), 

e. Dalam hal terdapat kekurangan uang jaminan pembayaran pajak 
hiburan insidentil, Peragas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 
melakukan penagihan kcpada wajib Pajak dengan mencrtibkan 
SKPDKB 

(7] Apabila berdasarkan hasil pcmcriksaan atau kcterangan ai .ernyata Wajib 
Pajak dalam menyelenggarakan hiburan insidentl melakukan pelanggaran 
administrasi pcrpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, oleh Kepala Daerah atau Pejabat 
yang ditunjuk 
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(5 

Pasal IS 

Terhadap pemyelenggaraan hiburan insidcnti yang ditcmukan tanpa 
mendaftarkan kegiatan usahar.ya, ang jaminan pembayaran pajak ditagih 
szketika dan sekalgus di tempat penyelenggaraan hiburnn oleh petugas 
yang ditunjak oieh Kepala Daerab 

Untuk dapat menerma pembayaran tang jaminan sebagaimans dimaksud 
pada ayat (I], Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah harus ilengkepi 
dengan surat tugas yang penugasannya selain melakukan pemeriksaan atau 
pengawasan juga untuk melakukan penaghan langsung di empat hiburan 
cerebut di temukan. 

Feragas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang menerima uang jaminan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan dan menyerahkan 
uang jaminan yang diterimanya ke Kas Daerah atau kepada Bendahara 
penerimaan Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1x24 (atu kati 
dua puluh empat] jam sejak tang jamninan diterima 

Penyelenggaraan hiburan insidentl yang itemukan tanpa mcndaftarkan 
egiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat [l) ,  pajak terutang 
dihitung sccara jabatan dengan meneribkan SKPDK8 berikut sanksi 
arimistrasi berpa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga 
tagaimana dimaksud dalam Pasal I I  ayat f2) 

Petugas yang ditunjuk menerima tang jaminan pembayaran pajak hiburan 
insidentil secara periodik melaporkan tugas penerimaan uor.g jarrinan 
terscbut kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditnjuk. 

Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ yang tidak mengindahkan 
ketentan sebagairana dimaksud pada ayat (3) dan pasal 14 ayat (2) tdak 
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6) 
hurup d dan huruf, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Parag:af 3 

Pembayaran Angsurar dan Penundaan Pembayaran 

Pasal I6 

( I )  ALas permohonan Wajib Pajak setelah mcmenuhi persyaratan yang 
ditentuan Kepala Daerah atau Pejabat yang dituojuk dapat memberikan 
persetujuan untuk mengangsur atou menurda pembayaran pajak yang 
terutang datan SKPDKB, SKPDKBT atau gs7pp dengan dikcnakan bunga 
sebesar 2% ( dua persen] perbulan 

(2} Tata cara pembayaran angsuran dan penandaan pcmbayaran pajak terutang 
diakukan scbaga benikut 

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara argsuran 
mapun menunda pembayaran payak, harus mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 
dengan disercai alasan yang jclas dan melampirkan fotucpy SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya, 

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada hurup a harus sudah bisa 
diterima Kepala Daerah paling lama 7 {tujuh) hari sebelum jatuh tempo 
prmbayaran yang ditentuan, 



melampirkan 
Pajak yang 
diajukannya 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus 
rincian uang pajak untuk Masa Paak atau Tahun 
bersangkutan serta alasan-alasan yang mendulung 
permohonan; 

d. Permoaonan pembayaran secara angsuran mapun penundaan 
pembayaran yang disctujui oteh Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk dituangkan dalam Surat cputusan, baik surat kcputusan 
pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang 
dikeluarkan setelah tertebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala 
adan Pendapatan, 

c 

e. Persecujuan zerhadap angsuran payak sebagaiman dimaksud pada 
huruaf ddinyatakan tcbih lanjut dalam Surat Perjanj1an; 

f Pembayaran angsuran paling lama S (lime) kali angsuran dalam jangka 
waktua S (lira) bu!an terhitong sjak tanggal Surat Keputusan 
Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kcpala Daerah berdasarkan 
alasan Wajib Pajak yang dapat diterima, 

g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk 
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam Masa Pajak berjalan, 

h. Penundaan pembayaran diberkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung 
mulad tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertuang dalar SKPDKB, 
SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah 
berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima, 

Pembayaran angsuran atau pcnundaan pembayaran dikcoakan bunga 
csua Peraturan-perundengan yang berlau 

j. Perhiungan untuk pembayaran angsuran adatah sebagai berikut 

Perhitungan sanksi bunga ikenakan hanya terhadap jurlah sis 
angsuran; 

2. Jumlah sisa angsuuran adalahr hail pengurangan antara bcsarnya 
sisa pajak yang belur atau akan diangsur dengan pokok pajak 
angsuran, 

3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak 
terutang yang akan diangsur dengan jurah bulan angsran, 

4, Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa nngsuran dengan 
bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, 

S. Besarnya jumlah yang harus dibayvar sctiap bulan angsuran adalat 
pokok pajak angsuran itab»ah dengan bunga scbcsar 2% {dua 
persen) perbulan 

e Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar sctiap bulan tidak dapat 
dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi tiap Dulan, 

l. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah scbagai berikut 
I Perhitungan bung; dikenakon trhadap seluruh jumlah pa)a 

terutang yang akan ditunda, hasil perkalian antara lunga 2% (dua 
persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan selurub 
umlah utang yang akan ditunda, 

2. Besarnya jmlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang 
pajak yang ditunda, ditambah dcngan jumlah, bunga 2% jdua person) 
sebulan, 



3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekahigus paling lambat pada 
saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan don tidak dapat 
diangsur 

m. Lag,i Wajib Pajak yang tea mcrgajuan permohonan pembayaran 
seara argsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran 
untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama 

Paragraf 

Tanda Masuk Hiburan 

Pasal 17 

(Ii Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksu dalar Pasal 2, wajib 
menggunakar tanda mnasuk dan mencantumian harga tanda mnasuk. 

(21 Tnda masuk sebagaimana dimaksud pada oyat [l),  wajib disahkan atau 
diporporasi oleh Pererintahn Dacrah sebelumn digunakan oteh penyelenggara 
hiburan dcngan membeyar uang jamminen dimuka {ic posit) scbcsar jumlah 
iket atau tanda masuk yang diporporasi selambat-lambatnya 3 (iga) hari 
scbelumn pertunjukan diseienggarakan, 

(3 Pemerintah Dae:ah mengembalikan uang jarinan dari jumlah tiket yang 
icdak terjual 

Pasal 18 

( l )  Bentuk tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin dan 
hiburan insidentil harus menuat kode teri huruf renurut alfabet dan 
bemnomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk 

t2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/ratin berbentuk buku 
dengan isi 100 (seratusf lcmbar atau SO [lira puluh) lembar per buku dan 
untuk hiburan insidentil dapat bcrbentuk lembaran lepas atau undangan 
sesuai dengan perrohonan penyeienggar 

(3) Terhadap pcnyelenggara hiburan tontonan film i bioskop yang dibolehkan 
engunakan mesin kas register untuk mencetak tanda masuk oerdasarkan 
persetujuan tertulis dar; Pemeritah Dacrah tanda masuk dapat berupa 
kertas gulungan (roly yang berisi minimal 10O (seratuas] tanda mosuk per rol 

Pasal 19 

I) Penyelenggara htburan yang iwajibkan menggunakan tanda masuk dan 
mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I7 
ayat (lj, tctapi tidal mcnggunakan tanda masuk atau tidak mcncantumkan 
harga tanda masuk, dikenakan tarif sebesar 35% {tiga puhuh lima persen] 
dari jumlah yang harus dibayar 

[2) Wajib Pajak wajib mnclegahisasi atau mnempor porasi tanda moasu 
sebagairnana dimaksud dalam asa 7 Ayat [2), tetapi menggunakan tanda 
masuk yang tidak dilegalisasi atau diporporasi, dikenakan sanksi 
administrasi, yang dihitung dari dasar pengenaan pajak 

Pasal 20 

Sctiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menppunakan tanda 
suk cbagaimnana dinaksud dalam Pasat T ayalt) berkewajiban. 

a. Memasang pengumuman yang memuat dafar harga tanda masuk untuk 
sctiap kelas ditempat pcmbayaran tanda masuk, 



• 

b. Menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi atau diporporasi Badan 
Pendapatan Daerah secara berurutan dimulai dari seri dan nomor urut kecil, 
keeuahi tanda masuk yang merupakan lembaran l&pas, 

e Menyobek tiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat menonton atau 
pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lag, 

d. Menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan slama 1 ferpat 
belas} hari setelah tanda masuk terscout digunakan, 

e. Mebuat laporan tcntang kcat@an atau pcnjatan tada masuk kepada 
Kcpala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 

Pasal 21 

Set.ap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda 
masuk sebagaimana diraksud dalam pas@l 17 yat(l), dilarang 

a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan 

I. Tanda masuk tanpa mencantumkan harga tanda masuk; 

2. Tanda masuk tanpa diporporasi oleh Pemnerintah Daerah; 

3. Tenda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket cuma-uma/gratis 

b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dori 
tempat atau kelas yang tercantum dalam tante mask; 

c. Mengubah tanda masuk yang telah diporporsi ranpa persetuuan Kepala 
adan, 

d. Memberikan atau menjua l Lands masuk yang telan dipakai kepada penonton 
atau pengwnjug 

c Memunguat atau mcnerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang 
tercantum dalam harga tanda masuk 

Fasel 22 

Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan 
kewajiban dan larangan scbagairnana dimaksud dalmnPasal 17, Pasal 20 dan 
Pasal 2I, pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagairmana dimaksud dalam 
Pasal 8 dan Pasal 9 

Paragra 5 

Bon Penjualan (/ill 

Pasal 23 

(I Seuap penye.enggara hburan berupa diskotk, musik midup, karaoke, klab 
mnalarm, rang musik (music room), bali gita ;singging hall , pub, ruang 
salcsa musik (music lounge) dan kcg:atan hiburan annya yang menyatu 
dengan penyelenggaraan hiburan ersobut, wajib pengguanakan bon 
penjualan (bill yang mcmperhihatkan terjadinya pesanan atau transaksi 
pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Badan. 

[2) Bon penjualan (bill scbagaimana dinakswud pada ayat [I) dapat dibuat atau 
dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan 
Badan Pendapatan Daerah 

() Bon penjualan (bill yang pengo daannya dibuat atau dicetak sendiri oleh 
Wajib Pajak scbeluam igunakan dalam transaksi atot pencrmaan 
pembayaran, terlebih dahuiu diporporasi Badan PendapatanDaerah 



• 

(4) Wajib Pajak yang menggunaan bon [bill yang tidak diporporasi oleh Badan 
Pendapatan Daerah, dikerakan sanksi administrasi berupa kenaikan 
scbesar 35% (tiga puhuh Lima persenJdari dasar pengenaan pajak 

Pasal 24 

Tata cara penggunaan bon penjualan (bill sebagai berikut 

a. Bon penjualan (bill dibuat sekurang-kurangya rangkap 3 (tiga) dengan warna 
berbeda dan haru meruat 

l 

Catatan tentang pemakaien fasilitas hiburan dan fasilitas penunjang 
lainya; 

2. Peeyerahan pesanan makanan den mnuman termasuk juga 
tam bahannya 

3. Nomor urut dan ser, 

Nama dan alamat usaha; 

5. Macam, jenis kuanu.mn, harga satan per item (cnisj dan jumlah harga 
jual; 

6. Jumlah pajak hiburan yang harus dipugut 

a) Bon penjualan {bill) harus digunakan secara bcrurutan dimulai dari 
nomor terkeeil dan seri hurf memurut alphabet 

b) Bon penjualan (bill harus diserahkan kepada Subjek Pajak atau 
penguanjung dan tamu pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang 
harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pcngunjung dan tamu; 

Bon penjualan (bill yang tetah dibayar oleh Sabjek Pajak atau 
onsumen, diserahkan 

t. Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pengunjun g dan tamu; 

2 Lembar kedua, unuk Badan Pendapaan Daeruh 

3. Lembar ketga, untuk waj.b Pajak yang bersangkutan 

Pas»l 25 

( I )  Atas permononan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak secara 
tertulis untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban mcnggunaan 
bon penjualan (bill berdasarkan pertimbangan antara lain, tingkat 
epatuhan Wajib Pajak dan becsarnya nila parcdaran bruto {omzet usaha]. 

% 

(2) Dalamn hal Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjak menyetuaji 
pemnohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat [l), Wajib Pajak 
wajib mcmbuat daltar pencatatan mlai percdaran usahanya sccara 
ronologis, teratur, lengkap dan benar untuk kemudian melaporkannya 
scara berka.a pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan 

t.') Terhadap Wajib Pajak yang wajib menggunakan atau (bid, tetapi tidak 
menggaakan bon pcnjaalan (bill dikcnakan sanksi administrasi bcrupa 
denda sebesar 30% {tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak 

• 

c) 



Pasal 26 

() Untuk menampuang perkembangan teknologi perckaman dan transaksi 
usaha, penyelenggara hiburan dapat menggunalean peralatan korputeratau 
me sin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan pcrmohonan secara 
tertuhis kepada Kepala Darah atau pejabat yang ditunjuk dikecualikan dan 
dibebaskan dari kewajiban mclegalisasi bon penjualan (bill 

2) Kcpala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menoak 
permononan Wajib Pajak sebagaimnano dimtksud pads ayat {l],  secara 
ter tuli s berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya dan 
kapasrtas serta kemampuan teknis peralatan korputer ntan mesin cash 
register 

(3] Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menyetujui 
permnohonan Wajib Pajak sebagaimana diraksud pada ayat (), Wajib Pajak 
wajib ; 

a. Melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau 
mnesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil 
transaksi pada waktu menyampaikan STD kepada Kepala Daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk; 

b. Menghubungkan perangkat komputer atau mesincash register yang 
digunakan dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan Sistem 
[nformasi Badan Pendapatan DacrahSccara Online, apabila diperlukan 

() Bagi Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjtatsn (bill tetapi 
menggunakan bon perjualan (bill yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda scbesar 35% (iga pulun lima persen) dari dasar 
pongenaan pajak. 

BAB V 

PENAGIHAN 

Pasal 27 

(I] Kepala Daerah atau Pcjabat yang itunjuk dapat memberikan SPPD, 
pabila . 

a Pajak dalam tahun berjalan tidak atau urang dibayar; 

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kek.rangan pembayaran sebagai 
akibat salah tuhis dan salah hitung. 

(2I Jumlah kekurangan pajak yang tcrutang dalam 9TPD sebagaimana 
dimnaksud pada ayat ( l ]  hurf a don huruf b, ditambah dongan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesa 2% (ua purscn} per buan untuk paling 
lama 15 {lima betas] blan sejak saat terutangnva pajak 

(3] Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau 
terlamnbat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
[dua persen) per bulan dan dapat ditagih dcngan $TPD 

Pasai 28 

( 1 )  Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, 
SK9DKT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat kKcputusan Keberatan 
dan Putusan Banding yang tidak atau knrang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayarar 



• 

(] Tahapan an urutan pelaksanaan penagihan pajak trutang yang tdak atau 
rang dibayar setelah jatuh tempo pembayart, diatur sebagai erikut 

a. Kcpala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu yang 
sckurang-kurangnya 7 [tujuh hari menrertibkan an menyampaikan 
Surat Tcguran atau Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis kepada 
Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang 
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputasan Pernbetlan, 
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dengan memint 
tanda penerimnaan surat teguran/peringatan, 

b. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat menertibkan 
Surat Paksa dan Surat Paksa tarscbut diberitahukan oleh Jurusita Pajak 
kepada Wajib Pajak atau penanggog jawab pajak dalam waktu paling 
lama 2I (dua puhuh satu) hari setetah Surat Teguran diterima Wajib 
Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat aksa. 

c. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sclaku Pejabat menerbitkan 
Surat Perinah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak 
mnelaksanakan penyitaan alas barang borang milik Wajib Pajak dalam 
watu paling lam.a 2x24 (dun kali du puluh empat) jam setelah 
pelaksanaan dan pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita 
Acara Pelaksanaan Penyitaan 

d. Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk selaku Pejabat menertibkan 
Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaan spade Wajib 
Pajak, apabila : 

I. Wajib Pajak ata penongguns pajak telah relunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak; 

2 Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Purusan engaditan Pajak; 

3. Ditetapkan lain dengan Krputusan Bupati 
e Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk dalam waktu paling lama 1 

(empat be.as) hari setelah pelaksanaan penyitaan, mengumumkan 
penjualan secara lelang atas barang-barang mihik Wajib Pajak yang 
ciah disita melalui media mnasa, 
Kcpala Daerah sclaku Peyabat, melakukan penjalan secara lelang atas 
barangbarang miik Wajib Pajak ditempat Badan LVrusan Piutang dan 
Lelang Negara [BULAN) dalam waktupaling lama 14 tempat belas) hari 
setelah pengumuman lelang, 
Kepala Daerah menertibkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi 
utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak 
menyampaikanya kepada Wanib Pajak d antara waktu sebagaimana 
dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud 
pada hurut f, 

Lclang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang 
pajak dan biaya penagihan pejak atau berdasarkan Putusan pengadilan 
atau Punsan Pengadilan Pajak atan osjek Ilang musnan. 

(3] Ketentuan mengenai pelaksaraan penagihan pajak dengan Surat Paksa 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf b sampai dengan h, diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku 

4) Pengajuan kebcratan oleh Wajib Pajak tidak engakibatkan penundaan 
peiaksanaan penagihan pajak dengan Surat aksa 

• 

g 



Paragraf 2 

Pembayaran Pajak Atas Penyclcnggaraan 

Hiburan inside ntil 

Pasal 14 

(] Setiap penyelenggara hibaran insidenuil wajib menggunakan tanda masuk 
dan membayar uang jaminan pajak hibaan dengan pcmbayara n di muka 
sebelum tanda masuk dilegalisasi Kepala Dacrah 

2) embayaran uang jaminan insidentil sebagairana dimaksud pada ayat (lH, 
dapat dterima oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 

( Besarnya pembayaran uang jaminan paak hiburan insidentil sebagaimana 
dimaksad pada ayat (1) sekurang-leurangnye 10o% {scratus pcrscn) dari 
jumlah tanda masuk yang akan dlegalisasi atau diporporasi dan dititipkan 
sementars di Bendahara Penerimaan Badan endapatan Daerah. 

(] Jangka waktu penitipan uang jaminan scbageimana dimaksud pada ayat (3], 
aka disesuaikan dengan wakt penyampaian gprpp sebagaimana 
dimakasud dalam Pasal 4 ayat (3 

(5] Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud 
pads oyat (2), Petugas yang diturjuk oleh Kepals Daerh wajib 
mnengeluarkkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran pajak 
hiburan insidentil 

(6 Tota cara penyerahan pembayaran pajak hibura n insidcnuil ditentukan 
acbagai berikut 

a. Petugas yang ditunjuk olch Kcpala Dacrah, wajib mclaporkan hasil 
pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan insidentil sclambat­ 
lambatnya 3 {tiga) hari setclah hiburan insidentil selesai 
diselenggarakan, 

b. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Petugas yang ditunjuk oleh 
Kcpala Daerah dan Laporan gTPTD dari Wajlb Pajak sebagairana 
dirnaksud dalamn Pasat 3 ayat (5), meneliti dan menghitung besarnya 
pajak terutang; 

c. Hasil penghitungan besarnya pajak tcrutang scbagaimana dimaksud 
pada hurufb, dituangkan dalam gs9PD untuk kerudiar 

ditandatangani oleh Wajib Pajak eta uasanya, 

d. Berdasarkan SSPD sebagaiman.a din.aks ud pada hurup c, Petugas 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam wakta 1x24 (satu kahi dua 
puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui 
Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang dikehurkan 
dari uang jaminan percbayaran pajak iburan insidentil sebagaimane 
dirnasswud pada aya (2), 

e. Dalam hal terdapat ekurangan uang jaminan pembayaran pajak 
hiburan insidentit, Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 
melakukan penagihan kepada Wajib Pajak dengan menertibkan 
SKPD KB 

(7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib 
Pajak dalam menyelenggarakan hiburan insidentil melakukan pelanggaran 
administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDK dan SKPDKBT 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9, oleh Kepala Daerah atau Pejabat 
yang ditunjuk 



' 

13 

Pasal I S  

(] Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemutan tanpa 
mendaftarkan kegiatan usahanya, ang jaminan pembayaran pajak ditagih 
seketiks dan sekaligus di tempat penyelenggaraan hiburan oleh petugas 

yang ditunjuk oleh Kepala Daereh 

(2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan sebagaiana dimaksud 
pada ayat (1), Petugas yang <ditunjuk oleh Kepala Daerah, harus dilengkapi 

' dengan surat tugas yang penugasannya selain melakukan pemeriksaan ata 
pcngawasan juga untuk melakukan penagihan langsung di tempat hiburan 
tersebut di temukan 

(3] Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah yang menerima uang jaminan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan dan mnyerahkan 
uang jaminan yang diterimanya ke Kas Daerah atau kepada Bendahara 
Penerimaan Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waitu 1x24 (satu kali 
dua puluh empat} jam scjak uang jaminan diterima. 

4 Penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan 
kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pajak terutang 
dihitung secara jabatan dengan menertibkan SKPDKB berikut sanksi 
administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi aministrasi berupa bunga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll ayat (2 

(5) Petugas yang ditunjuk menerima aang jaminan pembayaran pajak hiburan 
insidentil secare periodik relaporkan tugas penerimaan uang jarninan 
tersebut kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 

(6) Petugas sebagairana dimaksud pada ayat (I)  yang ridak mengindahkan 
ketentuan sebagairana dimaksud pada ayat (3} dan pasal 4 ayat (2) tidak 
mengindahkan ketentuan scbagaimana dimaksud dalam pasal 14,ayat (6) 
hurup d dan huruf, dikenakan sanksi sesuai ketenruan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

• 

Paragra 3 

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

Psal 16 

I) Atas permohonan Wajib Pajak seteiah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan Kcpala Dacrah atau Pejabat yang ditunju dapat memberian 
persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang 
terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT ~tau STPD dengan dikenakan bunga 
scbcsar 2%(dua pcrsen) porbutan. 

[2) Tata car pembayaran anguran dan penundaan pcmbayaran pajak terutang 
dilaleukan sebagai berilut 

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secars angsuran 
maupun menunda pembayaran paja, bans mengajukan permohonan 
secara tertuhis kepada Kepala Daerah atau ejabat yang ditunju 
dengan disertai alasan yang jclas dan mularpirkan fotocopy SKPDKB, 
9KPDKET atau $TPD yang diajukan permohonannya 

b. Permohonan sbagaimana dimaksud pada hurp a harus sudah bisa 
direrima Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo 
pemabayaran yang ditentukan, 



melam pirkan 
Pajak yang 
diajukannya 

pada huruf a harus 
Pajak atau Tarun 
yang mendukuang 

c Perrohonan sebagaimana dimaksud 
rincian uang pajak urtuk Mase 
bersangkutan serta alasan -alasan 
permohonan, 

d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan 
pembay@ran yang disetujui oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditnjuk dituangkan dalarm Sura Keputasan, baik surat keputusan 
pembayaran secara angsuran maupun pcnundaan pcrbayaran, yang 
ikeluarkan setelah terlebih dahuh mendopat telaahan dari Kepala 
Badan Pendapatan, 

• 

• 

e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada 
hurufd dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian, 

f. Pembayaran angsuran paling lama S (Lima) kali angsuran dalarn jangka 
wa.ktu S (lira) bu)an terhitung sejak tanggal Surat Keputusan 
Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kep~la Daerah berdasarkan 
alas.an Wajib Pajak yang dapat diterima; 

g. Pemberian angsuran tioak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk 
melaksanekan pembayaran pajak terutang dalam Masa Pajak berjalan, 

Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung 
mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertang dalam SKPDKB, 
$KPDBT dan STD, kecuahi ditetspkan lain oleh Kepala Daerah 
berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat ditcrima, 

i, Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga 
scsuai Peraturan-perundangan yang beria; 

j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah scbagai berikut 

I. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumiah sisa 
angsuran; 

2 Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengrangan antara besarnya 
sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak 
anssuran, 

3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antar jumlah pajak 
terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran; 

4 Hung adatah hasil erkaha artar jumlah sisa angsuran dengan 
ounga sebesar 2% (dua persen) peroulan, 

5. Besarnya jumlah yang harus dibayar setiap bu#an angsuran adalah 
pokok pajak angsuran ditambah engan bunga sebesar 2% (ua 
persen) perbulan 

k. Terhadap jumlah angsuran yang haruus dibayar setiap bulan tidak dapat 
dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi tiap Dulan; 

• 

! Pethitungan untuk pcnundaan pembayaran adalah scbagat berikut 

I Perhitungan bunga dikenakan terhadap sehuruh jumlah pajak 
terutang yang akan ditunda, hasil perkalian antara bunga 2% (dua 
persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh 
jumlah utang yang akan ditunda, 

2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang 
pajak yang ditunda, ditambah dcngan jumlah bunga 2% (dua person) 
sebulan, 



• 

• 

3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada 
saat jatuh tempo penundaan yang tetah ditentukan dan tidak dapat 
diangsur. 

m. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan permohon~n pcmbayaran 
secara angsura tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran 
untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama 

• 

Paragraf 4 

Tanda Masuk Hburan 

Pasat 17 

( I ]  Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib 
mnenggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda rasuk 

(2' Tanda masuk scbagaimana dimaksud pada aya (), wajib disahkan atau 
hiporporasi oleh Pererintah Daerah sebelum digunakan oleh penyelenggara 
ibur an dengan membayar uang jaminan dimuka (deposit) sebcsar jumlah 
tiket atau tanda masuk yang diporporasi selambat-lambatnya 33 (tga) hari 
scbelum pertunjukan disclenggarakan 

() Pemerintah Daerah mengembalikan uang jaminan dari jumlah tiket yang 
tidak terjual. 

Pasal 18 

(I) Bentuk tanda masuk unruk penyelengaraan hiburan tetap/rutin dan 
hiburan insidentil harus meruat kode seri huruf menurut alfabet dan 
bernomor urut serta mencanturkan harga tanda mask 

2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/run berbentuk buku 
dengan isi 1OO (seratusj lembar atau 5O (lira puluh) lembar per buiku dan 
untuk hiburan nsidentil dapat berbcntu lembaran lepas atau undangan 
csuai dengan permohonan penyclang$ara 

(3 Terhadap penyelenggara mouran ontonan flm di bioskop yang dibolehkan 
mengunakan mnesin kas register untuk mencetak tanda masuk berdasaran 
persetujuan tertulis dari Pemeritah Dacrah tanda masuk dapat berupt 
ertas guungan (rol) yang berisi minimal 10 {seratus) tanda masuk per rol. 

Pasal I 

' (I) Penyelenggara hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan 
mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (lJ, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan 
harga tanda masuk, dikenakan tarif sebesar 35% [tiga puluh lima persen) 
dari jumlah yang harus dibayar 

(2) Wajib Pajak wajib melegalisasi atau memporporasi tanda masuk 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat [2), tetapi mengguanakan tano 
nask yang tidak dilegalisasi atan diporporasi, dikenakan sanksi 
adrrinistrasi, yang dihitung dani dasar pengenaan pajak 

Pasal 20 
Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda 
masuk sebagairnama dimaksud dalam Pasal 7 ayat {I) berkewajiban 
a. Memasang pengumuman yang memuat daltar harga tanda masuk untuk 

sctiap kelas ditempat pembayaran tanda mask; 
• 

• 



• 

b. Menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi atau diporporasi Badan 
Pendapatan Daerah secara berurutan dimulai dari seri dan nomor urut kecil, 
kecual tanda masuk yang merupakan lembaran lepas; 

e Menyobek tiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat menonton atau 
penguanjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi 

d Menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan sclama 4 (empat 
belas) hari setelah tanda masuk tersebut dgunakan; 

• Memnbuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kcpada 
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 

Paal 21 

Seriap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda 
mau scbagairman dimakcsud dalamn pasal 17 ayat (1), ilarang 

a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyeborkan 

L. Tande masuk tanpa mencantumkan harge tand masuk, 

2. Tanda masuk tanpa diporporasi oleh emerintah Dacrah, 

• anda masuk tanpa dipugut pajak at tilt cnma-cm/gratis. 

b. Memberikan tempat atau kelas kepada penontor atau pengunjung selain dari 
tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk; 

c. Mengubah tanda masuk yang tclah diporporasi tanpa persctjuan Kepala 
Badan, 

d Memberikan atau menjual tanda masuk yang tclah dipakai kcpada penonton 
atau pengunjung; 

• € Memungut atau menerima pembayaran 
tercantum dalam harga tanda rr.asuk 

tanda masuk melebihi harga yang 
, 

Pasal 22 

Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan 
wajihan dan larangan sebageirare dirrakud talamn Pan} 17 Pesa} 20 clan 

Poss 2 1 ,  pajak tcrutang ditctapkan sccara jabatan scbagairana dimaksud dalam 
asalb dan Pasal 

Paragraf 5 

on Penjuala (Bil 

Pasal 23 

I) Setap penyelenggara hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, lab 
mnalam, ruang musik (music room), balai gita [singging hal, pub, rang 
salesa musik (music lounge) dan kegiatan hiburan lainnva yang menyatu 
dengan penyelenggaraan hiburan tersebut, wajib penggunakan bon 
penjualan (bill yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi 
pembayaran, kecuahi ditentukan lain dengar persetujuan Kepala Badan 

(2} Boo cnaahan (bill cbagaimnana dimaksud pada ayat {l) dapat dbuat atau 
dicetak atas biaya yang ditanggung s e o d r i  oleh Wajib Pajak atau disediakan 
Badan Pendapatan Daerah 

3, Bon peojualan (bill yang pengadaannya dibuat atau dcetak sendiri oleh 
Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi atau pcncrimaan 
pembayaran, terlebih dahulu diporporasi Badan endapatanOaerah 



• 

(4) Wajib Pajak yang mengguanakan bon (bill yang tidak diporporasi oleh Badan 
Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa kenailan 
sebesar 35% (tiga puluh lima persen)dari dasar pengenaan pajak 

Pasal 24 

Tata cara penggunaan bon pen;ualan (bill scbagai berikut 

a. Bon penjualan (b~l dibuat sekurang-kurangya rangkap 3 (iga) dengan warna 
berbeda dan harus memuat 

Catatan tentang pcmakaian fasilitas hiburan dan fasilites» penunjang 
lainya 

Penyerahan pesanan makanan dan minman 
tarbahannya, 

3. Nomor urut dan seri, 

, Nara dan alamat usaha, 

5. Macam, jcnis kuantum, harga satuan per item [jenis) dan jumlah harga 
jual, 

6. Jumlah pajak hiburan yang harus dipunguat 

a) Bon penjualan (bill) harus digunakan secara berurutan diruleai dari 
nomor terkeel dan seri huruf menurut alphabet; 

b) Bon penjualan [bill harus diserahkan kepada Subjck Pajak atau 
pengunjung dan tamu pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang 
harus dibayar oleh Subjek Pajak ata pengunjung dan tamu, 

c) Bon penjualan (bill yang telah ibayar oleh Subjck Pajak atau 
konsumen, diserahkan 

Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pongnjung dan tamu; 

termosuk juga 

• 

2 

3 

Lembar kedaa, ntuk Badan Pendapatan Daerah, 

Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bcrsangkutan 

Pasal 25 

I) Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang 
drtunjuk dapat menyetaju atau menola permohonan Wajib Pajak secara 
tertulis untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewapiban menggunaan 
bon penjualan (bil berdasarkan pertirbangan antara lain, tingkat 
epatuhan Wajib Pajak dan besarnya nilai peredaran bruto (omzet usaha) 

(2) Dalam hal Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk menyctaju 
pemohonan Wajib Pajak sebagaimana diraksud pada ayat ( I )  Wajib Pajak 
wajib membuat daftar pcncatatan nilai percdaran usahanya secara 
kronologis, teratur, lengkap dan bcnar untuk kemudian melaporkannya 
sccara berkala pada waktu meyampaikan Sppoy kepada Kcpala Badan 

() Terhadap Wajib Pajak yang wajib menggunakan atau (bill, tctapi tidak 
me nggtunakan bon penjualan [bill dikcnakan sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dani dasar pengenaan pajak 



• 

Pa sal 26 

(I)  Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman dan transaksi 
usaha, penyelenggara hiburan dapat menggunakan peralatan komputeratau 
mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara 
tertuhis kcpada Kepala Daera atau pejabat yang ditunjuk dikecualikan dan 
dibebaskan dari kewajioan mclegalisasi bon penjualan [bill 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang cituju.k dapat menyctujui atau mcnolak 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana diaksu pada ayat (l), secara 
tcrtuhis bcrdasarkan pertimoangan, antara lain peredaran usaha dan tingkt 
kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalarm transaksi usahanya dan 
kapasitas serta kemampuan tekmis peralatan komputer atau mesin cash 

(3) 
t 

Dalam ha! Kepala Daerah atau Pejabat yang ditanjuk 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib ; 

menyetujui 
Wajib Pajak 

• 

a. Melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau 
mesin ash register secara berkala dengan melampirkan print out hast 
transaksi pada waktu menyampaikan gSprppp epada Kcpala Dacrah atau 
Pejabat yang ditunjuk; 

b. Menghubungkan perangkat komputer stau mesincash register yang 
digunakan dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan Sistem 
informasi Badan Pendapatan DacrahSeara Online, pabila diperlukan, 

() Bagi Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon peajualan (bin tetapi 
menggunakan bon penjualan (bill yang tidak dilegaliaasi dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar 
pengenaan pajak. 

BAB V 

PENAGIHAN 

Pasal 27 

(Ii Kepala Dacrah atau Pejaba: yang ditunjuk dapat meraberikan $PPD, 
apabilo 

a Pajak alam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

• Dari basil penelitian SPrpp terdapat kekarangan pembayaran sebagai 
akibat salah tulis dan salah hitng. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I ) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa bnga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling 
lama I5 (lima belas/ bulan sejak saat terutangnya pajak 

3] Pajak yang tidak atau kurang diboyar setelah jatuh tempo pembayaran atau 
te'lambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2% 
(dua persenj per bulan dan apat ditag:h dengan STD 

Pa sal 28 

[ I )  Penagihan pajak dilakukan terhadap payak yang terutang dalam SKPOK, 
SKPDKT, STPD, Surat Keputusan Pembet utan, Surat eputusan Keberatan 
dan Putusan Banding yang tidak atau urang dibayar sctclah jatuh tempo 
pembayaran 



• 

• 

(2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut : 

a. Kepala Daerah atau Peiabat yang itunjuk dalam waktu yang 
scurang-urangnya 7 (ujh) hari menertibkan dan menyarpaikan 
Surat Teguran atau Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis kepada 
Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang 
tercantm dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Kcputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dengan meminta 
tanda penerimaan surat teguran/peringatan, 

b.'Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pepabat menertibkan 
Surat Paksa dan Surat Paksa tarsebut diberitahukan olch urusita Pajak 
kepada Wajib Pajak atau penanggng jawab pajak dalam waktu paling 
lama 21 (dua puluh satu] hari setelah Surat Teguran diterima Wajib 
Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa. 

c. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat menerbitkan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaa n dan Jurusita Pajak 
melaksanakan pcnyitaan atas barang-barang mihi Wajib Pajak dalam 
waktu paling lama 2x24 (dua kal dua puhh empat) jam setelah 
pelaksanaan dan pemberitahuan Surat Paksa, dengan membuat Derita 
Acara Pelaksanaan Penyitaan. 

d Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat menertibkan 
Surat Pencabutan Sita dar. Jurusita Pajak menyampaikan kepada Wajib 
Pajak, a pabila 

1. Wajib Pajak atau penangsung pnjak telah mclresi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak; 

2. Berdasarkan Putsan Pengadilan atau Putusan Pengadilan Pajak; 

3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati, 

c Kepala Daerah atau Pejabat yang itunjuk dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan, mengumumkan 
penjualan sccara lelang atas barang-barang milk Wajib Pajak yang 
telah disita melalui media masa; 

• Kepala Dacrah selaku Pejabat, melakukan penjualan sccara lelang atas 
barang- barang milik Wajib Pajak ditempat Badan Urusan Piutang dan 
Lelang Negara (BUPLN] dalam waktupaling lama I4 (cmpat belas) hari 
setelah pengumuman lelang; 

g. Kepala Daerah menertibkan surat kesepatan terakhir untuk melunasi 
utans pajak dan biaya penagihan pajok dan nrusita Pajak 
menyampaikanya kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagammana 
dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu scbagaimana dimaksud 
pada huruff 

h Letang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak tclah melunasi tang 
pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan Putusan Pengadilan 
atau Puatusan Pengadilan Pajak atau objek .clang musnah 

Ketentuan mengenai pelaksanaan pcnagihan pajak dcngan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h, diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku 

(4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan 
pclaksanaan pcnagihan pajak dengan Surat Paksa. 

(3) 



• 

(5] Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan 
pcnundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan 
pembetulan, perrbatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanks admmstrasi 

Pas.al 29 

Penagihan pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (I), dapat 
dilakukan dengan seketika dan sekahigus tanpa menunggu jatuh tempo 
pcmbayaran, apabila . 

a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau 
berniat ntuk itu; 

b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka 
menghentikan ata mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang 
akan dilaukan di Indonesia, 

c. Terdapat tandatana bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan 
usahanya ataa menggabungkan usahanya ataut memekarkan usahanya atau 
memindahtangan.kan usahanya yang dihki atu dikuasainya atau 
melakukan perubahan bentuk lainnya, 

d. Badan aha akan dibubarkan oteh Pemerintah Dacrah, 

• 

e. Terjadi penyitaan atas Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda­ 
tanda kc pailitan 

8AB VI 

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN 

Badan Kesatu 

Permbukan 

Pasa 30 

I) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzct tebih dari 
Rp. 300.000,000,00 (tga ratus juta rpiah) datam (setu) tahun wajib 
menyetenggarakan permbuuan srsuai dcngan Standar Akutansi Keuangan 
Indonesia atau prinsip pembuuan yang berlaku secara umum 

(2) Wajib Pajak dcngan pcrdaran usaha atau omzet sampai dcngan Rp 
300.000.000,00 (iga ratus juta rupiah) dalam I (satu) tahun, dapat 
dibcbaskan dari kewajiban pcmbuuan eongan persyaratan tctap diwajibknn 
menyelenggarakan pencatatan nila peredaran usaha berpa pendapatan 
bruto secara teratur, yang mcnjadi dasar untuk penghitungan pajak 

(3) Pencatatan scbagaimana dimaksud pada ayat [2) iselcnggarakan dengan 
sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegatan usaha 
sebenarnya 

(] Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan 
kcgiatan usaha atau pekerjaan dari Waib Pajak harus disimpan selama S 
lima) tzhun 



• 

Pasal 3l 

Tata cara pcncatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran 
sebageimnana dimakasud pada ayat a0 ayat (2J adalah scbagai berikut 

a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tcntang pendapatan bruto 
usahanya secara lcngkap dan benar; 

b Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu, 

c Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dani l (sat} uni saha maka pencatatan 
dilakuan secara terpisah, 

d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang mcnjadi dasar penghitungan 
pajak berupa bon penjualan (bill dan doumen lainya. 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan 

Pasal 32 

I) Dalam rangka pemeniksaan pajak hiburan, Kepala Daerah atau Pejabat 
yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengj 
epatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan 

(2) Untk keperluan pemeriksaan, Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah 
harus dilengkapi dengan Tenda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah 
Pemeriksaan serta memperlihatkan kcpada Wajib Pajak yang diperiksa. 

(3 Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membant Petugas yang 
ditnjuk oleh Kepala Duera 
o Memperlhatkan dan meminjamkar. buku atau catatan dokumen yang 

mcnjadi dasarnya dolmen lain yang berhubungan dengan pajak 
terutang 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlua dan memberi bantuan guna kelancaran pereriksaan; 

c. Memberikan kesempatan kepada Petugas untuk melakukan pemeriksaan 
as (as opname) stok bon penjualan (bill mapun mesin cash register 

_yang ada pada penyelenggaraan; 
d. Memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukao secara benar, 

lengkap dan jelas 
(4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperikso tidak memcnuhi kewajiban 

ebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan Petugas yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah memenui kesulitan dalam menghitung nilai 
peredaran bruto maka untu pngenan besarnya pajak terutang dapat 
dilakukan dengan metode mengtong laporan omet atat penerimaan ya8 
tertinggi dalam l [satu) Tahun Pajak terakhir dan dikenakan sankst 
administrasi berupa kenaikan sebesar (empat) kali jurlah pajak terutang 
yang scharusnya dibayar 

(5) Hasi perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dapat diusulkan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 
untuk ditetapan secara jabatan 

(6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan Pendapatan 
Dacrah dengan persetujuan Kepala Daerah dapat menunjuk konsultan 
pajak atau auditor untuk mendamping petgas yang ditunjuk oleh Kepala 
Dacrah 



(7] Uritk kepentingan pengamanan Pertugas yang diunjuk oleh Kepala Daerah, 
mnemninta bantuan pengamanan dari apa.at penegak hukum atau 1nstansi 
terkait lainnya sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

[) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan dokumen dan 
keterangan yang diminta,Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk 
merahasiakan mnaka kewajiban untuak merahasiakan itu ditiadakan oleh 
pcrmintaan untuk keperluan pemeriksaan. 

Bagian Ketiga 
Pengawasan 

Pas»al 33 

( I )  Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak, Kepala Daerah 
herwenang menghubungkan sarana pembayarn W5jib Pajak dengan Sister 
Pengawasan Perpajakan dalamn Jar ingan Sistem Informasi Pemerintah 
Dacrah Maluku Tengat 

berwenang 
(equipment 
di tempat 

Untuk kcpcrluan pclaksanaan pcngaswasan, Kepala Daerah 
menempatkan Petugas dilengkapi Surat Tugas dan peralatan 
baik sitem manual atau sistem onlinc (komputerisasi) 
beriangsungnya kegiatan hiburan 

(3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melali sarana pembayaran Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dilakukan dengan cara 
menghubungkan mesin cash register atau komputer yang dimiliki Wajib 
Pajak yang dipergunakan scbaga sarana transaksi penerimaan dengan 
komputer milik Pemerintah Daerah Maluku Tengah metalu Sistem Jaringan 
Informasi Secara Online. 

(2 

Pasal 34 

I) Penempatan pcralatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) 
berfungsi sebagai alat kontrol sctap egiatan transaksi dan biaya 
pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah 
Maluku Tengah 

(2) Wajib Pajak harus meme lihara peralatan (equipment scbagair.ana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (2) dan tidak merubah program yang akan ditentukan 
oleh Kepala Daerah 

(3 Penempatan Petugas Pengawas scbagaimana dimaksud dalam Pasai 33 ayat 
(2) dilakukan dengan maksud untuk metaksanakan pcngawasan operasional 
dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan 
dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu 

(4) Setelah dilakukan pengawassn dengan batas tertentu yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah aka Wajib Pajak bcrkcwajiban untuk mcngisi dan 
nenandatangani Berita Atara Hasil Pengawasan 

• (5l Apabila terjadi penolakan Wajib 
sebagairana dimaksud dalam Pasal 
Pernyataan Penolakan emasangan 
W~jib Pajak 

Pajak alas pencmpatar peralatan 
33 ayat (2). maka harus discrta Surat 
Korput er dan Jaringan Telepon oleh 
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Bagan Keempat 

Penertiban 

Pasal 35 

(I) Penez:tiban ijin usaha hiburan dilakukan olch Kepala Daerah atau Pejabat 
yang ditunjuk dilakukan terhada p, 

a Penvelenggara tidak melakukan pemungatan dan penyetoran pajak 
daerah, 

b. Penyelenppara melakukan 
nenyetorkannya ke Kas Daera 

p e m n g  tan pail tetapi 
baik seturuh atau scbagin 

tidak 

• 

• 

• 

• 

• 

(l! Scbclm melaksanakan tindakan pcnyage.an atau pcnutupan scmcntara 
saha hiburan, kepada Wajib Pajak tertebih dahuh diberikan Surat 
Peringatan ke I, ke II, dan ke III dan Surat Teguran dalam jangka waktu 
3x24 (tiga kahi dua puluh empat) jam terhitung saat diterimanya surat 
peringatan. 

2 Surat Peringatan sebagairnana dimaksud pada ayat ( I }  ditcrbitkan olch 
Kepala Daerah, 

(3) Penyegelan atau pcnutupan scmcntara dilakukan olch Kepala Daerab, 

Pasal 37 

Uaha hiburan yang disegel masih dibcrikan kesempatan kcpada penyelenggara 
atau Wajib Pajak ntuk mnehnasi schruh pajak tcrutang beserta dendanya 
scsuai kctentuan peraturan perundang·undangan yang berlau 

Pase! 33 

Pencabutan ljin Usaha (SITU) Hburan ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB VII 

KEBERATAN DAN BANDING 

Bagian Kcsat. 

Pasal 39 

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kcpada Kcpala Daerah atau Pejabat 
yang dunjuk etas SKPDKB, SKPDKBT SKPDL, SKPDN atau STPD pajak 
hiburan 

Pas4 40 

(I) Penyelesaian keberatan aras Surat Kctctapan Pajak Lacrah scbagaimana 
dimaksuad dalam Pasal 35, dilaksanakan Kcpala Dacrah 

[) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Permahonan dilakukan secara tertulis dalam ahasa Indonesia, dengan 

disertai alasan-alasan yang jelas, ' 
b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kebcratan atas ketetapan pajak 

secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak tersebut, 



• 

c. Surat permohonan keeratan ditandatanpani oleh Wajib Pajak dan 
dalam had permohonan kcbera.an di«uasakan kepada pihak tain harus 
dengan metampikan Surat Ku#sa 

d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan 
PajakDaerah dan untuk satu Tahun Pajak atau Mass Pajak dengan 
melampirkan fotocopy. 

e. Perrohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaanya. 

Pasal 4 

(I) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dirmaksud datam Pasal 40 ayat (2, tidak dianggap sebagai pengajuan 
cbcratan schingga tidak dipcrtimbangkan 

[2) Dala hal pengajuan keberatan yang betum memenuhi persyaratan tetapi 
masih dalam jangka waktu sebagairana diasud dalam Pasal 40 ayat (2) 

huruf e, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib 
Pajak melengkapi persyaratan ersebut 

Pengauan keberatan tidak 
pelaksanaan penagihan pajak 
yang bprlaku. 

Pasnl 42 

menunda kewajiban membayar pajak dan 

esuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

• 

Pasal 43 

(I) Dalamn jangka waktu 12 (ua betas) Dulan sujuk trggat Surat Keberatan 
diterma, Kcpala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan 
cputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan 
dalam Surat Keputusan Keberatan. 

(2 Surat Keputusan sebagaimana dimnaksud pada ayat ( l )  dapat berupa 
menerima seluruhnya atau scbagian monolak atau mennmbah besarnya 
pajak yang terutang 

(33! Apabila jangke waktu scbagaimana dimaksud pada ayat ( I )  telah lewat dan 
epala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, 
makca keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. 

(] Keputusan Keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk 
mengajukan permohonan mengangr pembayaran 

Pasal 4 

Dalam hal surat permohonan kcberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, 
ma 

a. Kcpala Daerah rcmcrintahkan pcjabat yang ditunjuk untuk melakukan 
pemeriksaan lapangan dan hasinya dituangkan dalam Laporan Hasil 
Pemcriksaan, 

1, Terhadap Surat Keberatan yang tdak memerlukan pemeriksaan lapangan, 
Kcpala Dacrah dapat berkordinasi dcngan pejabat yang ditunjuk untuk 
mendapatkan asukan dar pertimbangan ats keberatan Wajib Pajak dan 
hasilnya dituangkan dalamn Laporan Hsi! Koordinas. Pembahasan Kcbcratan. 



• 

Pasal 45 

(I] Berdasarkan Laporan Hasi! Pemeriksaan atau Laporan Has!l Koordinasi 
Pembebasan Keberatan scbagaian dimnaksud dalam asal 40, pejabat 
yang ditunjuk membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan 
dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak. 

(2 Berdasarkan telaahan staf sebagainaa dimaksud pada ayat (), Kepala 
Daerah mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada pejabat yang 
ditunjuk untuk ditindaklanjuti dengar. menerbitkan Surat Keputusan 
Menotak, Mengabulkan Seluruhnya atau Sebagian pcrmchonan keberatan 
Wa,ib Pajak 

Pa gal 46 

(I) Kepala Daerah atau Pejabat yang diturjuk karena jabatannya atau atas 
permohonan Wjib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan 
Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung 
atau kekeliruan dalar pencrapan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan tentang Pajak Hiburan 

(2] Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (I], harus 
isampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan dengan mencantumkan 
alasan yang jclas 

Bagian Kedua 
Baning 
Pasa! 47 

l) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya epada 
Pengadilan Pajak tcrhadap cpurusan mengenai keberatan yang ditetaplan 
oleh Kepala Daerah 

Pormohonan banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang 
terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (Lima puluh persen) 
Permohonan banding scbagaimana dimaksud pada ayat (), diajukan sccara 
tcrtulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jcias dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) butan scjak Kepursan Keberatan diterima, 
dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan 

(4] Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak 
dan pelaksanaan penagiban paja. 

Pasal 48 
I) Terhadap satu Keputsan Keberatan hanya diajukan 1 (satu) Surat Banding. 
(2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada 

Pengadilan Pajak 

(3) Banding yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari 
daftar sengketa berdasarkan : 

a. Penetapan Hakim Pengadilan Pajak atas Surat Pernyataan Pencabutan 
yang diajukan oleh pem banding sebelum sidang dilaksanakan; 

b. Putusan Hakim Pengadilan Pajak clalui pemeriksaan dalam Surat 
Pernyataan Pencabutan yang diajukan dalam sidang atas pcrsetujun 
terbanding 

(2) 



• 

• 

• 

() Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaim,ana 
dimaksud pada ayat (3] tidak dapat diajukart kermnbali 

• 

BAB VII 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 49 

() Atas permohonan Wajib Pajak, Kcpala Daerah atau Pejabot yang ditunjuk 
karena jabatannya dapat membetlkan SKPDKB, SKPDKBT, ST9D, 9KPDN 

atau SKDLB yang dalam penulisannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
hitung atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah 

[2] Pelaksanaan pembetulan SKDKB, SKPDKBT atau STP atas pe-mohonan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I)  dilakukan scbagai 
berikut 

a. Permohonan diajukan kepada Kcpala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk 
dala jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah 
sebagain.ana dimaksud paca ayat (1] iterima, kecuali apabila Wajib 
Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan dihuar kekuasaannya. 

b. Terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik 
karena jabatan atanu atas permohonan Wajib Pajak scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I), dilakukan penelitian administrasi atas 
kesalahan ulis, kesalahan hituang atau kekelruan dalam penerapan 
Peraturan Daerah tentang Pajak hiburan 

c. Apabila dari hasil peneliian scoagaimana dimaksad pads huruf b 
ternyata terdapat kesalahan this, kesalahan hitung atu kekeliruan 
dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Eiburan maka 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebu dibetalkan sebagaimana 
mestinya. 

d. Pembetutan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilakukan dengan menertiban Surat Keputusan 
Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau sTPp olch Kcpala Dacrah atau 
Pejabat yang dunjuk 

e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau STPD 
scbagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan pada Wajib 
Pajak paling lambat 3 {tga) hari kerja sejak diterbitkan. 

f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau STPD hars 
dilanasi dalam jangka wakt paling lambat 30 (tiga puluh) hari scjal 
dterbitkan 

g. Dcngan diterbitkanya Surat Kputusan Pembetulan Ketctapan Pajak 
Dacrah atau STPD make SKPDKB, SKPDKBT atu STPD semula 
dibatalkan dan disimpan scbagai rsip alam adminisrast perpajakan 

h. SKPDKB, SKPDKBT atau STD semula, sebeum disimpan scbagai arsip 
sebagaimana diraksu pada huruf g, harus dibcri tanda silang dan 
paraf scrta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan" 

i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak rnaka Kepala Daerah ata 

• Pejabat yang ditunjuk segera mencrtibkan Surat Kcputusan Penolakan 
Pembukuan SKPDKB, SKPDKBT at STD. 



Pasal 50 

I} Kcpala Dae:ah atau Pcjabat yang ditunjuk karena jabatanya atau atas 
permahonan-permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau 

menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda aau kenaikan pajak 
yang terutang. dalam hal sanksi tersebur dikcnakan karena kekhilafan Wajib 
Pajak atau bukan karcna kesalahanya 

t2 Pengurangan atat penghapusan sanksi administrasi berupa tunga, denda, 
dan kenaikan pajak terutang scbagaimona dimnaksud pada ayat [l), dapat 
dilakukan terhadap 

keterlambatan bung disebabkan a. Sanksi administrasi berupa 
pembayaran pada Masa Pajak; 

b. Sanksi administrasi berupa bunga, dcnda atau kenaikan pajak dalam 
Surat Ketetapan Pajak Daerah atau $TPD 

[3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi admiristrasi berupa 
bnga arau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilokukan scbagai bcrikut 

a. Wajib Pajak mcngaju<an permohonan penguraogan alau penghapusan 
secara tertulis epada Kepala Badon datam wakn paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kccuali apabila 
Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka wakto tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kckuasaannya 

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada uruf a harus 
mcncantuman alasan yang jclas dengan pernyataan kekhilafan Wajib 
Pajak atau bukan karena kesalahanya dan mclampirkan 8SD yang 
tclah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak; 

e. Terhadap pcrmohonan yang ditolak, Kcpala Daerah ; 

I. Menertibkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa 
bunga; atau 

2. Menalis catat.an atau keterangan pada sarana pembayaran 98p 
yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi 
administrasi berapa bunga scbcsar 2% (dua persen) pcrbulan ant 
kemudian diubah tanda tangan dan nama jels Kepala Badan dan 
selanjutnya menertibkan $TPD yang memuat sanksi administrasi 
berupa bunga 2% (dua persen} dmaksud; 

d. Terhadap permohonan yang diserujui atau karena jabatan berdasarkan 
alasan yang dapat ditcrima, Kcpala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk 
mengurangi atau menghapus ssnksi administrasi berupa bunga atau 
denda akibat keterlamoatan pembayaran pada Masu Pajak, dengan care 
menulisian catatan atau keterang@n pada sarana pembayaran SSPD 
bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan serta dibubuhi 
tanda tangan dan nama jelas kepala Daerah; 

e Wajib Pajak mclakukan pembayaran pajak dalam waktu Ix24 (atu kali 

dua puluh empat) jam sejak disetuju permohonan terscbut pada hurul 
d, d 

f. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk 

Menuiskan catatar. atau ketcrang;an pada sarana pcmbayaran 93PD 
bahwa sanksi tersebut dikenakan bunga sebesar 2% [dua persen) 
perbulan kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, 



2. Menertibkan STPD atas pengenaan sanksi bunga terse but 

1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berpa bunga, denda 
atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Darrah atau STD 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2 huruf b, dilakukan sebagai benikut 
a. Wajib Pajak mengajukan permahonan secara tertulis kepada Kepala 

Dacrah atau Pejabat yang. dituanjuk alam jangka waktu 4 (empat) 
bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

b. Permohonan scbagarana dimaksud pada huruf a harus menanturnkan 
alasan yang jelas serta melampirkan 

I Surat Pernyataan kekhilafan. Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahanya, 

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menetapkan adanya kenaikan 
pajak terutang. 

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah segera melakukan penlitian 
administrasi tentng kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun 
lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huru' b 

(5) 

(6) 

(9) 

(10) 

Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena 
jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Daerah 
atas usulan dari Pejabat yang ditunjuk. 

Atas dasar hasil penclitian administrasi scbagaimana dimaksud pada ayat 
[5) atau ayat (6)), Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan Penagihan 
dan Keberatan membuat uraian pertimbangan atas pengurangan atau 
penghapusan sanksi administras: untuk mendapatkan prsetujuan atau 
pcrolakan dari Kepala Daerah 

• 

Datam had pertimbangan sebagaimana dimaksud pads aymt () diserujui, 
maka Kepala Dacrah memberikar pengurarg an atau penghapusan sanksi 
admiristrasi berupa bunga atau denda dan kenaikan pajak tertang yang 
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Dacrah atau 9TD yang tclah 
diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Kcputusan Pengurangan dan 
Penghapusan S anksi Administrasi oebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak 
Daerah atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Oaerah. 

Dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak maka 
Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan 
Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah 

Wajib Pajak mclakukan pembayaran pajak paling Jambat 7 (tujuh) har 
setelah menerima surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi 
Administrasi scbagaimana dimnaksud pala yat 09% 

• 

B48 IX 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 5) 

i l )  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengombalion atas kelebihan 
pcmbayaran pajak kepada Kepala Daerah 

i2) Pengembalian kelebihan pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayat [l) 
disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang tclah disetorkan ke 



i 

Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Maluku 
Tengah berdaserkan . 

u. Perhitungan dari Wajib Pajak, 

Surat Keputsan Kebecatan atau Surat 
Pebatalan dan Pengurangan Kctctapan 
Penghapusan Sanksi Administrasi 

c. Putusan Banding atau Putusan Peninjau an Kembahi, 

d Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembcbasan pajak 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(3] Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimnaksud pada ayat (} Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengadakan pcnelitian ata 
pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan 
pememhan kewajiban pembayaran pajak daerah linnya oleh Wajib Pajak. 

(4j Berdasarkan permohonan sebagaimnana dimaksud pada ayat (l), Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjukan dalam jangka wakru paling lama 3 
ttiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan. 

(5, Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disctor dapat dikembalikan kepada 
Wajib Pajak atau penanggung pajak me!alui restitusi denga n care ; 

a. Dalam surat permohonan Wajib Pajak, ha:us ilampirkan dokumen 
denttas penduduk atau Te pemonon Wajib Pajak; 

2. STPD, untk Masa Paak yang menjadi dasar pcrmohonan, 

3. Dokumen perpajakan sebagimana dimaksud pada ayat (a2) yang 
menjadi dasar perrohonan, 

• Bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan, 

. 5.  Uraian perhitungan pajak menurt Wajib Pajak; 
A 

b. Seelah Wajib Pajak atau penanggung pajak menerima SKPDLB, Kepala 
Daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak 
Dacrah (8PMKPD); 

c. Kas Daerah mengembalikan kelcbihan pcmbayaran pajak sesuai 
SPMKPD dan SPMU 

(6 Apabila Wajib Pajak mempunyai tang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 
pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu tang pajak 
erscbut 

(7) Apabila kctebihan pembayaran pajak diperhitungkan dcngan utang pajak 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat I6}, pembayarannya dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan joga berlaku 
scbaga bukti pembayaran 

BAB X 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 52 

( I ]  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau 
pembebasan pajak kepada Daerah atau Pejabat yang itunjuk 

[2] Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus 
diajukan secara tertubis dcngan menggunakan Bahasa Indonesia serta 
mnelampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, 

Kcputasan Pembetulan, 
dan ensurangan tau 



Fotocopy Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumlan 
alasan secara jelas 

(34 Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan keputusan 
pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak hiburan Kepada Wajib 
Pajak. 

• 
• 

Pasal 53 
., 

Atas permohonan pengurangan sebagaimar a dimaksud dalam pasal 52, Kepala 
Daerah dapat memberikan pengurengan pajak yang hasilnya digunakan untuk 
kcpentingan sosia atau keagamaan, setinggi-Agginya 50% (lima puuh persen) 
dati pokok pajak 

Pa8al 
[ I i  Aas permohonan keringanan sebagoimana dimaksud dalam pas4l 53, 

Kcpala Daera.h dapat memberikan keringanan berupa angsuran 
pembayaran pajak terutang a u  penundaan pembayaran pajak terutang. 

(2I Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibcnikan 
berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang ciatami Wajib Pajak . 

Pasal 55 

(I+ Dalam rangka peneriraan dan pengembangan olahraga, kesenian daerah 
dan perfilman nasional, atas permohonan Wajib Pajak secara tertulis, Kepala 
dacrah dapat memberikan pcngurangan atau eringanan ptjak biburan 
yang meliputi 

a. Kesenian nasional, 

b. Olahraga; 

c. Perlman Nasional, 

d. Taman rckreasi atau ling kunga n wisata. 

t2) Jeris hiburan dimaksud pada ayat (1) ,  er,pa 

a. Kesenian nasional antara lain terdiri dari, 

I. Kesenian rakyat ata traisional, 

2. Seri tari, 

3. Seni drama; 

b 

c 

Seni suara, 

5. Seni rusk (murni) 

Olahraga yang bertujuan mcmbina, mcmasyarakatkan dan 
meringkatkan prestasi olahraga masyarakat, pclajar, mahasiswa, 
peruda dan karyawan dalam lingkup daerah dan nasional, 

Per~man Nasional yang bertujuan membina pengembangn pcrfilman 
nasional yang diberikan tcrhadap setiap produksi judul film serta 

• 

• 

pcmutarannya; 

d Tana rekreasi atau tingkungan wisata erdiri dari 

I Taman rekreasi yang bersifat monumental, 

2. Taman rekreasi yang alari, 

3. Taran rekreasi pendidikan 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

Pasal 56 

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) hares 
di.cngkapi pcrsyaratan administrasi 

a Proposal kegiatan penyetenggaraan hiburan haruas men:ua 
enyeienggaraan hiburan insidentil 

a] Kcgiatan yang akan dilaksanakan, 

b) Maksud dan tujuan; 

c) Jenis penyelenggaraan hiburan, 
d) Jumlah undangan dan harga tanda masuk yang ditentukan; 

e) Kepanitiaan atat organisasi penyelenggaraan, 
Modal kerja; 

g) Jadwal kegiatan; 
h) Perjanjian kerjasama ponyclenggara hburan; 

i) Rincian peruntukan hasil penyeicnggaraan hiburan, 

2 Penyelenggaraan hiburan rutin atau tetap 

a) Kegiatan yang akan dilaksanakan, 

b) Maksud dan tujuan, 

c) Jenis pcnyclonggaraan hiburn, 

d) Proyeksi jumlah pengunjan dan harga tanda masuk, 
e) Biodata organisai penyelenggara, 
n) Cash flow/arus kas, 

g) Perjanjian kontak kerjasama atau bukti perailikan hak; 

h) Akte pendirian, 

i) Rincian peruntukan hasil penyclnggaraan hiburan 

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk at ienttas pemohon, 

c. Fotocopy akte pendirian bagi badan yang bcrbentuk badan hukum; 

d [in penyelenggara hiburan dari instansi yang berwenang 

Pasal 7 

Kepala Daerah dapat memberikan pembecbasan pajak scbagamana dalam Pasal 
54 ayat (2) terhadap 

a. Penyelenggaraan hiburan dalam keadaan force majeure, 

b. Penycicnggaraan hiburan panti pijat yang sehruh pemijanya tuna netra, 

c. Jenis pertunjukan atau permainan yang diselengkarakan oleh pengusaha 
ekonori lemah yang peryelenggaraannya dilakukan secara berkeliling 
dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang 
diminta dar penonton sccara sukarela 

d. Pertunjyukan keramaian dan permainan yang semata -Inata bersifat 
hiburan tradisional yang menurut pertimbangan Kepala Daerah dapat 
dbcbaskan, 



e. enyelenggaraan hiburan yang semata-mata bersifat sosial atau 
keagamaan yang bertujuan tidak mencar. keuntungan dan menurut 
pertimbangan Kepala Daerah dapat dibebaskan 

BAB X 

KETEN'TUAN PENUTUP 
Psal 58 

Praturan Bupati ini mulai beriaka pada tanggat diundangkan 

gar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan perempatannya dalam Berita Daerah Maluku Tengah 

Ditetapkan di Masohi 

pada tanggal 2 6 Mu 2018 

TI MALUU TENGA f- 

Diuntangkan di Masohi 

pada tanggal 26 Mad 2018 

{ PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
MALUKU TENGA 

• 

{A 
RAKI SAHUBAWA 
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